[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 @ Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan  penghasilan dalam rangka  peningkatan
kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung
Timur tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

6 tentang
Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 20

19 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201

Republik
Lembaran

7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 T
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

ahun 2020
Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201

9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan "Pemerintah Nomor 30 Tahun 201

Lembaran

O tentang

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republi
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembar
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 teniq:-r:g

Tambahan
)

Disiplin
Indonesia
Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentan
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Neger,

g Pedoman
1

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerin{

Penetapan
lah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16N‘f6);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Reformasi Birokrasi

gara dan
Nomor 41 Tahun 2015 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negarsz
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangs
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No

2 Republik

thun 2020
an  Daerah
mor 1781);




Menetapkan

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Nomor 10
Perangkat

Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan

Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupate

n Belitung

Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Nomor 10
Perangkat

Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Belitung Timur Nomor 3, Tambahan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

Lembaran

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pencatatan

Kehadiran Pegawai Secara Elektonik di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah

Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 57)

’
?

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022
tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Kabupaten

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPII

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupate
Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny:
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Belitung Timur.

Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Belitung Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Belitung Timur.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat A
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai I
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja padse
pemerintah.

L NEGARA.

n Belitung

a disingkat
Kabupaten

Kabupaten

PD adalah
Kabupaten

\SN adalah
Pemerintah
y instansi




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur.
Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat
TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai Aparatur Sipil
Negara diluar gaji dan tunjangan lain yang sah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan sesuaikemampuan | keuangan
daerah.
Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya
disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang dibe
setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan|ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.
Jabatan adalah kedudukan yang menunju tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil
Negara dalam suatu satuan organisasi negara. |

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat|JA adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan yang terdiri atas jabatan administrator,
jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat|JF adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawail ASN yang
dinilai dengan ketentuan paling rendah jabatan pengawas
atau pejabat lain yang ditentukan.
Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat
Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan struktural maupun JF
dalam satuan organisasi negara sebagai dasar |pemberian
tambahan penghasilan.
Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat
adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam
rangka meningkatkan kemampuan Pegawai ASN yang terdiri
pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar, Diklat fungsional,
dan Diklat teknis.
Cuti Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan
Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
jangka waktu tertentu.




23. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN
untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang

24.

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
[

peraturan kedinasan yang apabila tidak dit
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan
perundang-undangan.

PNS yang ditugaskan di luar instansi adalah

dan/atau
aati atau
peraturan

PNS yang

melaksanakan tugas di luar instansi Pemerintah Daerah
yang gajinya dibebankan pada instansi Pemerintah Daerah.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.

(1)
(2)

kepastian hukum adalah bahwa
mengutamakan landasan peraturan perundang-
kepatutan, dan keadilan.

pemberian  TPP

undangan,

akuntabel adalah bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan | peraturan
perundang-undangan.

proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP
mengutamakan keseimbangan antara hak dan |kewajiban
pegawai.

efektif dan efisien adalah bahwa pemberian T
dengan target atau tujuan dengan tepat waktu ses
perencanaan kinerja yang ditetapkan.

keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian

'PP sesuai
nai dengan

TPP harus

mencerminkan rasa keadilan dan kesam untuk
memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai
pegawai.
kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan pegawai.
optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

BESARAN TPP

Pasal 3
Besaran TPP adalah jumlah Basic TPP dikalikan [persentase
berdasarkan kriteria.
Kriteria penghitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari:

beban kerja;

kondisi kerja;

tempat bertugas;

.- kelangkaan profesi; dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

® o op




(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)
(4)

()

(1)

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1
untuk menentukan harga satuan nilai jabatan
aktivitas jabatan.

digunakan
dan harga

Penghitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1)
dan harga satuan nilai jabatan dan harga aktivitas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah.

Tambahan Penghasilan bagi ASN berdasarkan pertimbangan

obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ay
e merupakan tambahan penghasilan yang diberi
ASN apabila telah mempunyai dasar hukum pe
dan sepanjang diamanatkan sesuai dengan
perundang-undangan.

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya s

dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepa;

at (2) huruf
kan kepada
mberiannya
peraturan

ebagaimana
da Pegawai

ASN yang bertugas sebagai:

a. pemungut pajak Daerah;

b. pemungut retribusi Daerah;

c. pokja unit kerja pengadaan barang dan jasa;

BAB IV
PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang menduduki JPT, JA,
dan JF sesuai dengan Kelas dan Nilai Jabatan.
Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan nilai tertinggi dari masing-masing Kelas
Jabatan.

Kelas dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi
dasar perhitungan TPP yang akan diterima Pe gawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). T

TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN
berdasarkan penilaian:
a. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen); dan

b. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen).

ada ayat (1)

Pasal S5

TPP Pegawai ASN berdasarkan penilaian disiplin- kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dinilai
berdasarkan pencatatan kehadiran elektronik.




(2)

(3)

(1)

()

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

()

TPP Pegawai ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dinilai

berdasarkan capaian kinerja PNS yang melipu
kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atay
dan/atau bulanan yang dilaksanakan Pegawai AS
Aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan
bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (

iti capaian
mingguan

N.
dan/atau

2) beserta

standarisasi waktu pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6

CPNS formasi pelaksana diberikan TPP sebesar 80
puluh persen) dari jumlah total TPP yang dit
jabatan yang diampu.
CPNS formasi JF dan Calon JF diberikan TPP s¢
(delapan puluh persen) dari jumlah total TPP yai
PNS JF yang diampu.

% (delapan
erima PNS

*besar 80%
ng diterima

Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai
Pelaksana Tugas dalam JPT dan JA diberikan TPP Jabatan

tertinggi sesuai kelas jabatan.

BABV

TPP BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA

Pasal 7

TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dihitung
berdasarkan (skor kehadiran/100) x harga satuan nilai

jabatan.
Skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada aya
skor kehadiran penuh dikurangi dengan
pengurang.

Indikator pengurang sebagaimana dimaksud pac
terdiri dari:

a. keterlambatan masuk kerja;

b. pulang cepat;

c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan
d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
Skor kehadiran setiap bulan dicetak melals
kehadiran atau perangkat kehadiran -elektr

absensi elektronik.
Dalam melakukan penghitungan skor kehadiran

t (1) adalah
indikator

da ayat (2),

1 aplikasi
pnik /mesin

) ASN yang

melaksanakan dinas luar, antara lain mengikuti diklat,

melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/r
melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitu
hari masuk kerja.

Pelaksanaan dinas luar sebagaimana dimaksud p.
mendapatkan waktu aktivitas sebesar 300 (
menit/hari di luar hari keberangkatan dan hari k

1egeri, dan
ng sebagai

ada ayat (5)
tiga ratus)
epulangan.




(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
melakukan input aktivitas harian.

(8) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana
pada ayat (3) huruf c tidak termasuk ketidakhag
karena cuti tahunan dan cuti sakit.

(9) Dalam hal pelaksanaan tugas dilakukan di lua
kerja, dapat diperhitungkan sebagai kinerja/akt:
harian berdasarkan penugasan/persetujuan atas:s

BAB VI
SKOR KEHADIRAN DAN PENCATATAN KEHADI

Pasal 8

(1) Penghitungan skor kehadiran sebagaimana dimak
Pasal 7 dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
a. 'indikator pengurang kehadiran sebagaimanal
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung den

sebagai berikut:

(5) tetap

dimaksud
diran kerja

r jam/hari

ivitas kerja
an.

RAN

rsud dalam

dimaksud
gan rumus

nenit:

1. terlambat sampai dengan 15 (lima belas) n
Skor 1=100-(0,5 x jumlah hari keterlamb.

an)

2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai

dengan 1 (satu) jam:

Skor 2 = 100-(2,5 x jumlah hari keterlam
3. terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai

(dua) jam:

Skor 3 = 100-(3 x jumlah hari keterlambat
4. terlambat lebih dari 2 (dua) jam

atan)
| dengan 2

an)

Skor 4 = 100-(3,5 x jumlah hari keterlambatan)

b. indikator pengurang kehadiran sebagaimanal
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dihitung den
sebagai berikut:

Skor 5 = 100-(2,75 x hari pulang cepat)

c. indikator pengurang kehadiran sebagaimana
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dihitung den
sebagai berikut:

1. tidak hadir kerja karena cuti melahirkan,
alasan penting:

dimaksud
gan rumus

dimaksud
gan rumus

cuti karena

Skor 6 = 100-(0,5 x jumlah hari ketidakhadiran)

2. tidak hadir kerja karena cuti di luar t
negara:
Skor 7 = 100-(1 per jumlah hari kerja x 10
hari ketidakhadiran)

3. tidak hadir kerja karena cuti besar (haji, 1
anak ke 4 dan seterusnya):
Skor 8 = 100-(3 x jumlah ketidakhadiran)

anggungan
0 x jumlah

melahirkan




(2)

(1)

()

(3)

@)

)

d. indikator pengurang kehadiran sebagaimana

dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dihitung den;

sebagai berikut:

1. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang s
Skor 9 = 100-(4,4 per jumlah hari kerj
jumlah hari ketidakhadiran)

2. tidak hadir kerja dengan keterangan yang

dimaksud
gan rumus

ah:
a x 100 x

sah:

Skor 10 = 100-(3,5 x jumlah hari ketidakhadiran)
3. Skor kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

Skor kehadiran =
3+Skor 4+Skor 5+Skor 6+Skor 7+Skor 8+S
10))

Skor kehadiran Pegawai dianggap sama deng;

100-(1000-(Skor1+Skor2+Skor

kor 9+Skor

an O (nol)

apabila hasil penghitungan skor kehadiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah kurang atau sama dengan 900

(sembilan ratus).
Pasal 9
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana

dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap PD/Unit K
menggunakan mesin presensi.

dimaksud
Ferja wajib

PD/Unit Kerja yang tidak menggunakan mesin presensi dan

sistem pencatatan kehadiran secara elektro;
diberikan TPP.

nik, tidak

Apabila perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi
elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasionalkan

karena kesalahan sistem/kesalahan perangkat a
gangguan teknis lainnya maka metode pencatatan
pegawai dapat dilaksanakan secara manual.

tau karena
kehadiran

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pencatatan atau pengisian daftar h:

dilakukan secara manual apabila:

a. mesin presensi dan sistem pencatatan kehadi
elektronik mengalami kerusakan atau tidak be

b. pegawai belum terdaftar dalam sistem
kehadiran secara elektronik;

c. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk
sistem pencatatan kehadiran secara elektronik

d. terjadi bencana alam dan/atau kerusakan
pencatatan  elektronik ° tidak  dapat
sebagaimana mestinya.

Dalam hal mesin presensi tidak dapat digunak

alasan teknis sebagaimana dimaksud pada aya

adir dapat

iran secara
rfungsi;
pencatatan

disediakan
¢, dan

, sehingga
dilakukan

ran karena
(3), maka

kepala PD terkait membuat berita acara kerusakan atau

tidak dapat dioperasionalkannya mesin presensi

dan

pencatatan kehadiran, maka operator aplikasi| kehadiran

elektronik PD diwajibkan untuk menginput daf

hadir ke

dalam aplikasi absensi dan melampirkan daftar hadir

Pegawai ASN secara tertulis/manual seb

pendukung pembayaran TPP.

gai bukti




(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

()

Pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan paling lama 1 (satu) bulan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pegawai ASN wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam

kerja dengan melakukan pencatatan kehadiran secara

elektronik.

Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu:

a. waktu masuk kerja; dan

b. waktu pulang kerja.

Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

a. Sekretaris Daerah;

b. asisten sekretariat Daerah;

c. staf ahli Bupati;

d. kepala PD;

e. ajudan Bupati, ajudan wakil Bupati, ajudan ketua
DPRD, ajudan wakil ketua DPRD, dan ajudan Sekretaris
Daerah;

f.  pengemudi kendaraan dinas Bupati, |pengemudi
kendaraan dinas wakil Bupati, pengemudi|kendaraan
dinas ketua DPRD, pengemudi kendaraan dinas wakil
ketua DPRD, dan pengemudi kendaraan dinas Sekretaris
Daerah; dan

g. petugas protokol Pemerintah Daerah.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

berlaku untuk indikator pengurang kehadiran Skor 6, Skor

7, Skor 8, Skor 9, dan Skor 10 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d.

Pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) masuk kerja dan pulang kerja tidak

boleh diwakilkan kepada dan/atau oleh siapapun.

BAB VII
TPP BERDASARKAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA

| Pasal 11

TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dihitung
berdasarkan capaian waktu kerja efektif dikali dengan harga
aktivitas sesuai kelas jabatan.
Capaian waktu kerja efektif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan jumlah realisasi waktu kerja efektif
pegawai ASN selama 1 (satu) bulan.




(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

Pencatatan capaian waktu Kkerja efektif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan menggunakan
kinerja.

BAB VIII
MANAJEMEN WAKTU

Pasal 12

Setiap Pegawai ASN wajib mengisi aktivitas har:
dengan rincian kegiatan target tahunan ya
ditetapkan.

Perhitungan waktu kerja efektif setiap Pege
ditetapkan 6.000 (enam ribu) menit setiap bulanny
Perhitungan waktu kerja efektif sebagaimana dim
ayat (1) tidak berlaku kumulatif pada bulan beri
Perhitungan waktu kerja efektif dapat melebihi 6.
ribu) menit sampai dengan:

lingkungan Sekretariat Daerah;
b. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) menit bagi pega
lingkungan Inspektorat;

a. 8.000 (delapan ribu) menit bagi pegawaL

aplikasi e-

jlan sesuai
ng sudah

awai  ASN
ya.

sud pada
tnya.

00 (enam

ASN di

ai ASN di

c. 7.000 (tujuh ribu) menit bagi PD yang menyelenggarakan

urusan perencanaan, pengelolaan
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kean
ketertiban umum serta perlindungan

keuangan,
nanan dan

masyarakat,

penanggulangan bencana Daerah, perhubungan dan

kesehatan.

Tata cara pengajuan waktu kerja efektif bagi pegawai yang

melibihi 6.000 (enam ribu) menit sebagaimana
pada ayat (4) setelah mendapatkan validasi dari

dimaksud
kepala PD

bersangkutan dalam bentuk berita acara validasi aktivitas
dan surat pernyataan kebenaran berita acara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pengisian aktivitas harian dan validasi aktivitas harian bulan
berjalan dilaksanakan paling lambat tanggal S (lima) bulan

berikutnya. :

Batas waktu validasi aktivitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diubah lebih cepat atau lebih lambat dengan

alasan yang  dapat
diberitahukan melalui surat edaran atau notifikasi

dipertanggungjawabkan

dan
kepala PD

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam
kinerja.

aplikasi e-



BAB IX

TPP PEGAWAI ASN DENGAN JABATAN TERTENTU

Pasal 14

Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai JF
pengawas sekolah, JF guru yang ditugaskan sebagai kepala
sekolah, penilik sekolah dan JF guru ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang ditugaskan di unit

Pasal 15

pelaksana

teknis rumah sakit umum Daerah dan unit pelaksana teknis
pusat kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 16

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15
diberikan berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 100%.

(2)

(1)

(2)

3)
(4)

(S)

(6)

(7)

TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

7.

BAB X

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 17

Pengajuan surat perintah membayar TPP paling lambat
diterima PD yang menjalankan urusan penunjang bidang

keuangan pada tanggal 9 (sembilan) bulan pembay
Dalam hal tanggal 9 (sembilan) sebagaimana pac
jatuh pada hari libur kerja maka batas akhir peng;
pada hari kerja berikutnya.
TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berke
Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (3)
pada minggu terakhir bulan Desember yang
dengan surat edaran Bupati.

raran.
la ayat (1)
ajuan SPM

>naan.
dilakukan
ditetapkan

Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran

belanja langsung sesuai ketentuan peraturan p
undangan.

erundang-

TPP dibayarkan melalui rekening masing-masing Pegawai

ASN penerima TPP.

Tata cara permintaan pembayaran TPP adalah sebagai

berikut:
a.
langsung dan surat perintah membayar

PA/KPA mengajukan surat permintaan pembayaran

langsung

melalui bendahara pengeluaran masing-masing PD; dan




b. surat permintaan pembayaran
melampirkan:

1. daftar penghitungan pembayaran TPP;
2.
3. e-billing pajak; dan

4. dokumen pendukung lainnya.

langsung

surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

dengan

>

(8) Pengaturan teknis tentang tata cara pembayaran akan diatur

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(4)

lebih
penunjang bidang keuangan.

BAB XI
PENGENDALIAN

Pasal 18

Kepala PD dan Pejabat Penilai secara berjenj

lanjut oleh PD yang menyelenggarakan urusan

ang wajib

melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap

bulan kepada masing-masing Pegawai ASN di I
kerjanya.

Kepala PD dan atasan langsung secara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangg:

ingkungan

berjenjang
g jawab

terhadap kebenaran hasil validasi aktivitas Pegawai ASN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala PD dan atasan langsung secara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertangg:
terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 19

Jenis Keberatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. keberatan atas sistem; dan

b. keberatan nonsistem.

Keberatan atas sistem sebagaimana dimaksud pa

huruf a, merupakan keberatan yang diajukan ole
ASN dikarenakan adanya kesalahan/malfungsi pd

berjenjang
ing jawab

da ayat (1)
h Pegawai
da sistem.

Keberatan non sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, merupakan keberatan yang diajukan oleh Pegawai

ASN dengan alasan sebagai berikut:

a. aktivitas tidak divalidasi, yaitu atasan
tidak melakukan validasi terhadap aktivitas
dan/atau

langsung
bawahan;

b. bawahan tidak dapat bekerja sama dan melakukan

tindakan indisipliner.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan

secara tertulis dengan data yang lengkap.




(1)

(2)

3)

(4)

(5)

)

(1)

(2)

Pasal 20

Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

a. penyelesaian keberatan atas sistem; dan

b. penyelesaian keberatan non sistem.
Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud p

da ayat (1)

huruf a, diselesaikan berdasarkan kewenangan oleh admin e-

kinerja.

Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diselesaikan berdasarkan kewenangan tim

monitoring dan evaluasi.

Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa berita acara penyelesaian keberatan yang
ditandatangani oleh admin e-kinerja atau tim monitoring dan
evaluasi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

Admin e-kinerja sebagaimana ayat (4) adalah
membidangi urusan pengelolaan data dan

kepegawaian pada PD yang melaksanakan

kepegawaian.
Penunjukan Admin e-kinerja dan Tim Monit
Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGELOLAAN DAN PENGINPUTAN DATA

Pasal 21

Pengelolaan data TPP pada PD dilakukan oleh unit

melaksanakan fungsi bidang kepegawaian

dimaksud.

Operator aplikasi presensi elektronik pada PD

untuk:

a. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis
surat cuti, surat perintah tugas, dan dokum

ASN yang
informasi
urusan

pring dan

kerja yang
pada PD

bertugas

surat izin,
en lainnya

sebagai bahan perhitungan capaian aspek kehadiran;

menyusun rekapitulasi hasil input perangkat
elektronik/mesin absensi elektronik sehingge
validitas data jumlah pencapaian aspek Kkii
dihasilkan dari sistem e-kinerja;

kehadiran
. diperoleh
nerja yang

c. mengkonfirmasi Pegawai ASN yang tidak melakukan

rekam kehadiran melalui mesin presensi kar
kedinasan; dan '
melakukan koordinasi dengan PI
menyelenggarakan urusan pemerintahar
kepegawaian, pendidikan dan pelatihaj
penanggungjawab pengelola server sistem
terkait permasalahan teknis.

ena alasan
D yang
1 bidang

n selaku
e-kinerja




(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengelola data TPP bagi PD bertugas:
a. menerima rekapitulasi data kehadiran Pegawat
dokumen pendukung dengan membuat tan
penyerahan laporan sebagai dasar
kehadiran dan capaian kinerja bagi unit
bawahnya; dan

memverifikasi dan  menyampaikan
perhitungan TPP beserta lampiran dan bukti p
lainnya yang telah disahkan
Penanggungjawab/Kepala PD kepada
Pengeluaran untuk pengajuan surat
pembayaran langsung dan surat perintah
langsung.

p

Pasal 22

ASN serta
da terima

perhitungan

kerja di

rekapitulasi

endukung
oleh

Bendahara

ermintaan
membayar

Setiap Pegawai ASN wajib melakukan rekam kehadiran pada

mesin presensi.

Setiap Pegawai ASN wajib melakukan input data laporan

aktivitas harian pada aplikasi e-kinerja kecuali

ASN yang

bertugas pada unit pelaksana teknis rumah sakit umum
Daerah, unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat

dan ASN yang menduduki jabatan guru, penilik

dan/atau

pengawas sekolah serta petugas keamanan pada unit sekolah

dasar dan unit sekolah menengah pertama.

Laporan aktivitas harian Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditinjau ulang, divalidasi, serta
disetujui oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai pada

aplikasi TPP untuk penilaian dan bersifat final.
Ketentuan sebagaimana ayat (3) dikecualikan bagi
PD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat
melaporkan aktivitas lebih dari 6.000 (enam ribu)

ASN pada

(4) yang
menit.

Pelaksanaan validasi laporan aktivitas harian Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pejabat

Fungsional dilakukan oleh:

a. Pejabat Pengawas atau setara Pejabat eselon IV bagi

pejabat fungsional terampil; dan

b. Pejabat Administrator atau setara Pejabat eselon III bagi

pejabat fungsional ahli.

Apabila Pejabat Penilai tidak dapat atau berhalangan untuk
melakukan penilaian atas laporan aktivitas harian Pegawai
ASN dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
maka penilaian dilakukan oleh atasan langsung pejabat

penilai.

Penilaian atas laporan aktivitas harian Sekretaris Daerah,
Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala PD dilakukan secara

self assesment.




(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 23

Dalam pengolahan data kehadiran Pegawai
bertanggung jawab terhadap pengelolaan data

ASN, PD
kehadiran

pegawainya dan pemeliharaan mesin presensi serta aplikasi.
Dalam pengolahan data kehadiran Pegawai ASN, PD yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan memiliki
kewenangan sebagai berikut:

bidang
tugas dan

a. menggunakan data kehadiran Pegawai ASN yang diinput
oleh PD untuk kepentingan pembinaan kepegawaian;
dan

b. memfasilitasi pengolahan data kehadiran PD jika terjadi
permasalahan data antara rekapitulasi yang dibuat oleh
PD dengan data server e-kinerja.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 24
Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil

pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari Pegawai

ASN yang dinilai maupun pejabat yang menilai, di
monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan
Bupati.

bentuk tim
Keputusan

Keanggotaan tim monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari:

Ketua Sekretaris Daerah;

Sekretaris

a.

b.
urusan pemerintahan

kepegawaian, pendidikan dan

Anggota : 1. Asisten Bidang Administrg

2. kepala PD yang menyeler

urusan pemerintahan

pengawasan;

. kepala PD yang menyeler
urusan

keuangan;

urusan pemerintahan
perencanaan;

pemerintahan |

Kepala PD yang menyelenggarakan

bidang
pelatihan;
si Umum,;
1ggarakan
bidang

1ggarakan
bidang

. kepala PD yang menyelenggarakan

bidang

. kepala unit kerja pada Sekretariat

Daerah yang menjalankan fungsi

bidang hukum; dan

kepala unit kerja pada Sekretariat

Daerah yang menjalankan fungsi

bidang organisasi.




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

()

BAB XV
PEMOTONGAN TPP

Pasal 25

Pegawai ASN yang menerima hukuman disiplin sedang,

mendapatkan pemotongan TPP sebagai berikut:

a. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen)

selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak M
tanpa alasan yang sah secara kumulatif

asuk Kerja
selama 11

(sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam

1 (satu) tahun;

b. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk
Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14

(empat belas) sampai dengan 16 (enam belas
dalam 1 (satu) tahun; atau
c. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lir
selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang ti
Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
(tuyjuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh)
dalam 1 (satu) tahun.
Pegawai ASN pada PD yang belum menyelesaikan
terkait penyampaian laporan kinerja daerah
pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari bg
yang diterima. _
Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) melipu
a. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. data dukung laporan penyelenggaraan [
Daerah;
data dukung laporan kinerja;
laporan keuangan;
laporan yang berkenaan dengan keuangan Da
data dukung perencanaan.

"o a0

) hari keda
na persen)
dak Masuk

selama 17
hari kerja
kewajiban
dikenakan
>saran TPP
ti:

demerintah

erah; dan

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan setiap bulan sampai PD yang ber

memenuhi kewajiban tersebut.

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pad:

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. PD yang bertanggung jawab terhadap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaj
yang belum menyelesaikan kewajibannya.

b. Daftar PD sebagaimana dimaksud pada ayat

sangkutan
a ayat (2)

kewajiban
porkan PD

(5) huruf a

harus mendapatkan persetujuan pemotongan TPP dari
tim monitoring dan evaluasi TPP untuk diproses lebih
lanjut.
Khusus ASN yang tidak melakukan input data laporan
aktivitas harian pada aplikasi e-kinerja sebagaimana dalam
Pasal 22 ayat (2), pemotongan TPP dilakukan berdasarkan
penilaian disiplin kerja.




Pegawai ASN tidak berhak mendapatkan TPP apabila:

a.

e 0

nr ™

(1)

(2)

BAB XVI

PEGAWAI ASN YANG TIDAK DIBERIKAN TPR

Pasal 26

diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena berstatus

tersangka, terdakwa dan/atau terpidana dan dital
penegak hukum;

sedang menjalani masa persiapan pensiun;
berstatus penerima uang tunggu;
berstatus sebagai pegawai yang ditugaskan
Pemerintah Daerah;
sedang melaksanakan tugas belajar yang diberher
jabatan; '
menjabat sebagai kepala desa melalui proses pemil

nan aparat

di luar

1tikan dari

lihan;

ditetapkan sebagai wajib lapor untuk laporan harta kekayaan

penyelenggara negara sampai dengan tanggal 31
berjalan dan/atau 3 (tiga) bulan setelah dilantik tic
menyampaikan laporan harta kekayaan pen
negara, tidak diberikan TPP untuk setiap bulan
sampai yang bersangkutan menyampaikan lapc
kekayaan penyelenggara Negara berdasarkan

aret tahun
dak/belum
yelenggara
berikutnya
oran harta
data yang

ditetapkan Inspektorat Daerah yang disampaikan kepada

Kepala PD bersangkutan; atau

dikenakan penetapan pembebanan penggantian kerugian
daerah selama yang bersangkutan belum melaksanakan
kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan
lunas dari tim penyelesaian kerugian Daerah atau majelis

pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tunt

rugi.
Pegawai ASN yang memiliki skor kehadiran kurang

dengan 900 (sembilan ratus) dan/atau yang

utan ganti

atau sama
memiliki

Akumulasi jam kehadiran dalam 1 (satu) bulan kurang dari

6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit.

BAB XVII
SANKSI

Pasal 27

Pegawai ASN yang terbukti diwakilkan atau mewakilkan

pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (5) akan dikenakan sanksi tidak
diberikan TPP untuk bulan berkenaan bagi Pegawai ASN yang

diwakili maupun yang mewakili.

Dalam hal penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diketahui setelah TPP bagi Pegawai ASN dibayarkan maka
TPP yang telah diterima wajib disetorkan kembali ke kas

Daerah.




3)

(4)

Bagi ASN yang menjalankan cuti alasan penting, cuti
sakit, cuti melahirkan dengan skor kehadiran kurang
dengan 900 (sembilan ratus) dan/atau yang memiliki
jam kehadiran dalam 1 (satu) bulan kurang dari 6750
tujuh ratus lima puluh) menit, diberikan TPP sebesar

Pejabat penilai yang berdasarkan hasil veri
monitoring dan evaluasi terbukti memberikan

kinerja/validasi yang tidak sesuai dengan bukti

fikasi tim
penilaian
i kinerja

pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar

20% (dua puluh persen) dari total TPP bagi Pegawa
diterima pada bulan berikutnya.

Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan
kinerja/validasi pegawai kepada bawahannya,
sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 40% (em
persen) dari total TPP yang diterima pada bulan be

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

i ASN yang

penilaian
diberikan
ipat puluh
rikutnya.

besar, cuti
atau sama
Akumulasi
[enam ribu
- 30% (tiga

puluh persen) dari Besaran TPP sesuai kelas dan/atau jenjang

jabatan.

Pasal 29

(1) Pegawai ASN dapat diberikan TPP bulan ke-13 (tiga belas)
dan bulan ke-14 (empat belas).

(2) Pegawai ASN dapat diberikan TPP bulan ke-13 (tiga belas)
dan bulan ke-14 (empat belas) dengan besaran fesuai TPP
yang terima pada bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal belum tersedia anggaran dan/atau anggaran yang
tersedia tidak cukup, maka pembayaran atas kekurangan
dapat diperhitungkan secara akumulatif kemudian hari
setelah anggaran tersedia.

(4) Dalam hal terdapat laporan/pengaduan asyarakat

terhadap adanya kecurangan dalam penerapan
Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan prose

TPP, Tim
s verifikasi

secara langsung yang hasilnya disampaikan kepada admin e-

kinerja.




BAB XIX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Februari 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 18




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT DAFTAR HADIR PEGAWAI ASN

Bulan
Tahun
Jam Jam
No. NIP Nama Tanggal Masuk Pulang Keterangan
(Clock In) | (Clock Out)
5
2
3

Dikeluarkan di.....
Pada tanggal......
Mengetahui,
Kepala PD

ttd

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

1 dengan aslinya
FJAN HUKUM,




LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BERITA ACARA VALIDASI AKTIVITAS

Pada hari ini

dibawah ini:
Nama
NIP
Jabatan
Instansi:

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

... bulan ... tahun ... saya yang bertandatangan

telah melakukan validasi aktivitas harian yang melebihi 6.000 menit pada
terhadap Pegawai dengan hasil sebagai berikut:

Bulan ...Tahun......

Lebih dari
50% .
alkiifitas p";‘fna;‘h Tidak
(POKOK | tidak hadir |  dUAtUDI -
o egiatan tanpa hu}cgm.an Nilai .
No Jabatan terkait disiplin Aktivitas |Kesimpulan
/ NIP keterangan 5 2
dengan ane sah pada Tervalidasi
pencapaian ot bulan
pada bulan
dalam berkenaan
tahun berkenaan
berjalan
1. |[contoh *Ya/tidak | *Ya/tidak | *Ya/tidak **disetujui/
tidak
disetujui
dst

Dengan ini saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan validasi yang
dilakukan adalah benar adanya, selanjutnya kepada Nama Pegawai tersebut
diatas dapat diberikan TPP sesuai dengan hasil berita acara ini.

Petunjuk pengisian:

* pilih salah satu sesuai data dukung
** disetujui jika seluruh variabel terpenuhi

Dikeluarkan di.....

Pada tanggal......
Mengetahui,
Kepala PD
ttd

Nama
NIP. ........

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN VALIDASI AKTIVITAS

KOP PD

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN VALIDASI AKTIVITAS

Pada hari ini ........ tanggal ... bulan ... tahun ... saya yang bertandatangan
dibawah ini:
Nama B e e A N S
NIP mssememmremses s e T e
JANHIRT, . [ ittt S A
INSLANEE susisnn e R R s S
selaku atasan langsung yang bertanggung jawab untuk memvalidasi aktivitas
harian pada Bulan ...Tahun ...atas:
1.Namia | 2 cccsssaspesssasspossssessssmssssnsvines
NIP B koo oo N AR R T A
Jabatan @
INStansi @ i
2. dst.
Dengan ini menerangkan bahwa memang benar aktivitas yang telah disahkan
adalah benar adanya, sesuai dengan realisasi kinerja berdasarkan Peraturan
Bupati Belitung Timur Nomor ... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Jika terjadi kesalahan dalam memvalidasi, saya bersedia menanggung segala
konsekuensi yang timbul akibat terjadinya kesalahan tersebut sesuai
ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan kebenaran validasi aktivitas ini saya buat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jabatan
Selaku atasan langsung

Ttd

Nama
NIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN




